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LAPORAN ATAS PELAYANAN INFORMAS! ( PPID )

DARI BULAN JANUARI 2022 S/d BULAN JUNI 2022.

1. Latar Belakang

Semangat keterbukaan informasi publik yang efektif dan efisien merupakan
bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi yang
kemudian dituangkan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor 144/KMA/SK/NVIIII2007 tentang Keterbukaan Informasi
Pengadilan. yang kemudian diperbarui dengan SK KMA  nomor
1144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.

Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang
Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus
dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Pengadilan Negeri Sebagai salah satu penyelenggara Negara mempunyai
kewajiban untuk menyampaikan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip
keterbukaan informasi publik. Adanya keterbukaan informasi publik akan
membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya
keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk
mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelengaraan negara. Sehingga
akuntabifitas informasi penyelenggara negara khususnya di pengadilan akan
meningkat seiring dengan diselenggarakannya keterbukaan informasi di
lingkungan peradilan.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban
dan akuntabilitas PPID Pengadilan Negeri Tais dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya selama Tahun 2022, yaitu sejak bulan Januari 2022 s/d bulan Juni
2022. Laporan ini tidak hanya sekadar menggugurkan tanggung jawab yang



diperintahkan oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pedoman
pelayanan informasi, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan

informasi publik dan akuntabilitas kepada Warga masyarakat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara
yang baik di bidang peradilan adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan
tugas dan fungsi badan peradilan. Semakin terbuka penyelenggaraan negara
maka semakin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, PPID terus
berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik serta
memperianggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Semoga Laporan ini dapai memberikan manfaat yang luas kepada
masyarakat dan kami dapat terus meningkatkan [ayanan informasi kepada
masyarakat sebagai wujud dukungan Pengadilan Negeri Tais terhadap komitmen
Mahkamah Agung mengenai keterbukaan infomasi dalam rangka reformasi

birokrasi lingkungan peradilan.

I. Dasar Hukumnya

—

. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
2. Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

3. SKK KMA Nomor 076/KMA/SKA/2009 tentang pedoman pelaksanaan

penanganan pengaduan dilingkungan lembaga peradilan.

4. S.K Wakil KMA bidang non yudisial Nomor 01WKMA-NY/SK/1/2009 tentang
pedoman pelayanan informasi di Pengadilan .

5. S.K KMA Nomor 144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi
di pengadilan.

6. S.K Dirjen Badilum MA. Rl No. 1586/DJU/SK/PSQ0I/9/2015 tentang pedoman
standar pelayanan pemberian informasi publik untuk masyarakat pencari
" keadilan dan standar meja informasi di Pengadilan.



Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan Atasan PPID

1.

Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan

dokumentasi di unit / satuan kerjanya secara baik dan efisien.

2. Mengangkat PPID.

Menganggarkan pembiayaan layanan informasi.

4. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi, termasuk papan

pengumuman dan meja informasi unit / satuan kerjanya serta situs resmi
apabila memungkinkan.

Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi di unit / satuan
kerjanya.

Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik di
unit / satuan kerjanya.

Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon
informasi yang mengajukan keberatan.

Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi sesuai
dengan Pedoman ini.

Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan
informasi di unit / satuan kerjanya.

10.Mewakili unit / satuan kerjanya didalam proses penyelesaian sengketa di

Komisi Informasi dan Pengadilan atau mewakili kepada kuasanya.

11.Menetapkan standar prosedur operasional layanan informasi di unit /

1.

2.

satuan kerjanya, jika dibutuhkan.
Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan PPID

Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi
yang berada di unit / satuan kerjanya.

Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi secara fisik dari setiap
unit/satuan kerja yang meliputi :

1. Informasi yang waijib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
3. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.



Demikianlah laporan ini disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan
Negeri Tais, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Tais, 30 Juni 2022
PENGADILAN NEGERI TAIS
PANIT Eyl A
——

;”/p

SIDIANTO, SH.,MH.
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